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BAB II  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem antrian online pada pelayanan administrasi kependudukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah 

dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi dengan pemanfaatan 

teknologi informasi melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan 

website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta. Sistem ini menggantikan mekanisme sistem antrian 

manual dengan mekanisme digital yang memungkinkan masyarakat 

melakukan pendaftaran dan pengambilan nomor antrian secara 

online sebelum datang ke kantor pelayanan. Pelaksanaan sistem 

antrian online diawali dengan proses pendaftaran oleh pemohon 

melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) atau website yang 

disediakan. Setelah melakukan pendaftaran, pemohon memperoleh 

nomor antrian yang harus dipatuhi. Pada hari pelayanan, pemohon 

hadir ke kantor Disdukcapil sesuai nomor antrian yang telah 

ditentukan dan selanjutnya dilayani oleh petugas sesuai jenis layanan 

administrasi kependudukan yang diajukan. Mekanisme ini 

memberikan kepastian alur pelayanan, kejelasan prosedur, serta 

keteraturan dalam pengelolaan jumlah pemohon yang datang setiap 

harinya. Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem antrian online di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi 

pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, sistem 

antrian online tersebut dapat dinilai sebagai bentuk inovasi pelayanan 
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publik yang mendukung asas kepastian hukum, transparansi, dan 

ketertiban administrasi.  

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kendala teknis 

dan non teknis dalam penerapan sistem antrian online pada pelayanan 

administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta. Kendala non teknis terutama berkaitan 

dengan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, khususnya 

kelompok lansia. Selain itu, masih adanya kebingungan dalam 

memahami prosedur dan persyaratan layanan yang dialami oleh 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Sedangkan untuk kendala 

teknis meliputi ketergantungan sistem antrian online ini pada 

kestabilan koneksi jaringan internet, gangguan aplikasi Jogja Smart 

Service (JSS), dan ketidaksinkronan data antrian pada waktu-waktu 

tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya keluhan, 

ketidaktepatan waktu kedatangan, bahkan kegagalan memperoleh 

nomor antrian, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan 

dan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi layanan digital 

tersebut.    

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan 

tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas 

Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta dalam pemeliharaan 

infrastruktur teknologi, perbaikan sistem aplikasi, serta penguatan 

keamanan dan kapasitas jaringan. Disisi lain, upaya non teknis 

dilakukan melalui sosialisasi intensif mengenai tata cara penggunaan 

antrian online. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui media televisi, 

video tutorial di Youtube, website dan media sosial resmi milik Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maupun 

sosialisasi tatap muka ke kelurahan dan forum masyarakat, termasuk 

pendampingan langsung kepada pemohon yang datang ke kantor. 

Upaya-upaya tersebut menunjukan komitmen instansi untuk 
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mewujubkan pelayanan administrasi kependudukan yang adaptif 

terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus tetap 

menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat 

sebagai pengguna layanan publik.   

 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, terdapat beberapa saran 

yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 

disarankan untuk memperkuat kepastian hukum dan kejelasan 

prosedur melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

terkait sistem antrian online yang lebih rinci dan mudah diakses oleh 

masyarakat. SOP tersebut perlu dipublikasikan secara konsisten pada 

website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta, aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan media sosial. Isi 

SOP idealnya mencakup jenis layanan, tahapan pendaftaran, 

dokumen persyaratan, jam layanan, alur verifikasi, serta ketentuan 

lainnya apabila terjadi gangguan pada sistem atau keterlambatan 

pemohon. Penyusunan SOP yang terstruktur penting untuk menjamin 

penerapan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas 

akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, perlunya 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin 

bagi petugas front office dan petugas teknis. Pelatihan ini mencakup 

penguasaan teknologi layanan, kemampuan komunikasi persuasif, 

pemahaman regulasi kependudukan, serta kemampuan menangani 

pengaduan secara cepat dan proporsional. Penguatan sumber daya 

manusia ini diperlukan agar petugas mampu memberikan informasi 

yang konsisten, tidak kontradiktif, serta sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

2. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, disarankan untuk 

meningkatkan stabilitas dan keamanan infrastruktur digital melalui 
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pemeliharaan jaringan, optimasi server, serta perbaikan sistem 

aplikasi secara berkala. Tindakan ini diperlukan untuk mengatasi 

kendala teknis seperti gangguan sistem, ketidaksinkronan data, dan 

ketergantungan pada jaringan internet. Peningkatan infrastruktur 

digital penting agar sistem antrian online tetap sejalan dengan prinsip 

efektivitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik. 

3. Kepada masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta, disarakan untuk lebih aktif memanfaatkan sistem antrian 

online yang telah disediakan melalui website Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta maupun aplikasi Jogja Smart 

service (JSS). 
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